
a. bahwa scsuai ketenruan Pasal 86 ayat (2) Undang-Unctang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah dan 
Pemcrintah Daerah wajib mengembangkan sistcrn inforrnasi 

desa dan pembangunan kawasan perdesaan; 
b. bahwa dalam rangka melaksanakan arnanah sebagairnana 

tersebut pada huruf a, perlu mernberikan pedornan 
pcngembangan sistcm informasi desa di Kabupaten Grobogan; 

· c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan 
Peraruran Bupati tentang Pengembangan Sistem Informasi 

Dcsa; 

1. Pasal I 8 ayat (6) Ondang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun l 950 rentang Pernberu ukan 

Daerah-Daerah Kabuparen dalam Lingkungan Propinsi .Jawa 

Tcngah ; 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Pcrencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Neg~ra 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tarnbahan 
Lernbaran Republik Indonesia Nomor 442 I); 

4. Undang-Undang Nomor l l Tahun 2008 rentang lnformasi dan 
Transaksi Elektronik (l.err.baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 484,1) scbagaimana telah diubah dcn~a1. 
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5495); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pcmerinwhan 

Daerah (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2014 

Noinor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraruran Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun .2014 
tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ternanz 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 i 4 
tentang Percturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor o 
Tahun 2014 tentang Desa [Lernbaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lemburan 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
10. Pcraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4866); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

Republik Indonesia lnforrnasi Publik (l.embaran Negara 

Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2016 tenrang Pcrubahan 

Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
lnforrnasi Dan Transaksi Elektronik [Lembaran Neuar» 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambalum 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Bupati adalah Bupati Grobogan 
3. Pemcrintah Dacrah adalah Bupaii sebagai unsur penvelenggeraan 

Pernerirituh Daer ah yang rncmimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewcnangan daerah otonorn. 
4. Pcrangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Dacrah dalarn penyelenggaraan urusan 
pcmerintahan yang rncnjadi kewcnangan daerah. 

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjurnya 

discbut Dispermades adalah Perangkat Daerah yang rnempunyai 
tugas pokok fungsi pelaksanaan urusan pernerintahan di bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa. 

6. Dinas Komunikasi dan Inforrnatika yang selanjutnya disebut 

Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang mernpuntai tugas pokok 
fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi. 

inforrnatika, persandian dan statistik- 
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya 

disebut Dispendukcapil adalah Perangkat Daerah yang mernpunyai 

Pasal I 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM 

INFORMASI Dr.SA. 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nornor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesia 

Nomor 5558) eebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nornor 

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran rapa 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

Menctapkan 



1 7. · Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan 
utama pertanian termasuk pcngelolaan sumber daya alam dengan 
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, 
pelayanan jasa pernerintahe,n, pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi-. 

18. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitaif dan/atau kualitarif 

yang diperolch secara langsung dari sumbernya yang dapat 
mernberikan gambaran tentang potcnsi, perkernbangan clan 
perrnasalahan tertentu. 

tugas pokok fungsi pelaksanaan urusan pemerinlahan di bidang 

adrninistrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 
8. Badan Percncnna Pembangunan Dacrah yang selanjutnya disebut 

Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mernpunyai tugas pokok 

fungsi penunjang urusan pernerintahan di bidang perencanaan 

daerah, penclitian dan pengembangan. 
9. Dinas Sosial adalah Pcrangkat Daerah yang mernpunyai tugas 

pokok _fungsi pclaksanaan uruvan pemcrintahan di bidang sosial. 

10. Kecarnaran adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daera h 

Kabupaten Orobogan. 
I I . Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berv.enang uncuk mengatur dan rnengur'us urusan 
pemerinrahan, kepentingan masyarakat seternpat bcrdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalarn srstem pemerintahan Negara Kesaruan 

Rcpublik Indonesia-. 
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pcmerintahan 

dan kcpentingan rnasyarakat setcmpat dalam sistern pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik lndonesiaj. 

13. Pemerintah Desa adalah Kcpala Dcsa dibantu perangkat Desn 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 
14. Lernbaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh 

masyarakat sesuai dcngan kebutuhan dan merupakan rnitra 
pernerintah desa dalam membcrdayakan masyarakat desa-. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya discbut 
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pernerintahan Desa-. 

16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 



19. Sistem Data dan Informasi adalah satu kesatuan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, pcngolahan, analisis, penyajian, diserninasi 

serta pelaporan data dan inforrnasi desa berbasis teknologi 

informasi yang dissjikan dalam berbagai kemasan dan format 

sesuai. dengan perkernbangan teknologi informasi clan kornunikasi 

secara elekr.ronik dan non etektronik. 
20. Sistem tr-formasi Desa yang selanjutnya disebut SID adalah sebuah 

platform teknologi inforrnasi yang berfungsi sebagoi ular 
pengelolaan darn, informasi. komunikasi clan peningkatan kualitas 

Iayanan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pcngelolaan 

sum her daya desa secara transparan dan akuntaoel. 
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa 

dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumbcr 
daya alarn, sumber daya rnanusia, kelcrnbagaan, prasarana dan 
sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang 

dihadapi desa dan kelurahan. 
22 Potensi dcsa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau 

digunakan oleh desa baik surnber daya manusia, sumber daya 
alam, kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk 
mendukung percepatan kesejahteraan masya.rakat. 

23. Data Terpilah adalah data kuantitatif atau kualitatif yang 
dikumpulkan dan disajikan berdasarkan jenis kelarnin, penduduk 
laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan. 

?.4. Data Kemiskinan adalah data yang menunjukkan tingkat 
kemiskinan di suatu daerah berdasarkan parameter tertenru. 

25. Inforrnasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda 
tanda yang rnengandung nilai, rnakna, pesan, baik data, fakta, 
maupun penjclasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca 
yang disajikan dalam berhagai kernasan dan formal scsuai dengan 
perkcmbangar- teknologi inforrnasi dan komunikasi secara 
elektronik maupun non clektronik. 

26. Teknologi lnformasi a<lalah suatu teknik untuk mengurnpulkan, 
menyiapkan , menyirnpan, rnernproscs, mengumumkan, 
menganalisis, dan/ a tau menyebarkan informasi. 

27. Perangkat keras adalah komponcn pada komputer yang dapat 

terlihat dan discntuh secara fisik. 
28. Perangkat lunak atau program komputer adalah sckumpulan 

instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skerna, 
ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang 



(1) SID rnerupakan sistern informasi vang diierapkan di De sa, scsuai 
dengan sistern informasi yang dikernbangkan oleh Pemerintah 

Daerah dan dibangun sccara terintegrasi. 
(2) Ruang lingkup pengembangan penerapan SID sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) meliputi penyediaan dan pendayag,inaan : 

a. perangkat kcras; 

b. pei angkat lunak; 
c. data desa dan inforrnasi pembangunan ctesa dan kawasan 

perdesaan: 
d. layanan administrasi desa; clan 
e. media komunikasi antara dcsa clengan supra de sa dan 

masyarakat. 
(3) Data desa dan informasi pembangunan desa clan kawasan 

perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antaru 

lain: 
a. data profil desa; 

Pasal2 

BAB JI 

RUANO' LINGKUP DAN TUJUAN 

dapat dibaca dengan komputer akan mampu mernbuat komputer 
bckerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai 

hasil yang khusus, terrnasuk persiapan dalarn rncrancang instruksi 

terse but, 
29. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung 

antar kornputer yang satu dengan komputer yang lairmya 

menggunakan standar sistern global sebagai protokol pertukaran. 
30. Intranet adalah satu jarlngan yang menggunakan protokol internet 

untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal. 
31. Forum Data adalah suaru forum yang dibent.uk di Tingkat 

Kaoupaten, Kccarnatan dan Desa yang merniliki tugas pokok fungsi 
mengumpulkan, mengkonsolidasi, menyelesaikan masalah dan 
rnenyepakati penggunaa.n dan pemanfaatan data untuk 

pernbangunan. 
32. Supra desa adalah instans. penyelcnggara pernerintahan yang 

secara struktural berada diatas pernerintah desa sepcrti 

Kecarnatan, Kabupaten dan setcrusnya. 



Bagian Kesatu 
Pengembangan SID di Daerah 

BAB III 
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SID 

Pcngembangan penerapan SID sebagaimana dirnaksud dalam Pasai 

2 ayat (4) bertujuan : 
a. menycdiakan data desa, informasi pembangunan desa dan 

kawasan perdesaan; 
b. mernudahkan perumusan kebijakan dan penyusunan program 

bagi desa dan stakeholders terkait lainya, baik pemcrintah, 

swasta maupun masyarakat: 
c. meningkatkan cfektifitas pelaksanaan program dan kcgiatan 

pembangunan dcsa dan kawasan perdesaan; 
d. mcrnudahkan akses informasi dan kornunikasi antara 

Pernerintah Desa dan rnasyarakat; 

t'.. mempercepat proses, meningkatkan kualitas pelayanan dan 
kcsejahteraan masyarakat; dan 

f. meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas pelaksanaan 

kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. 

Pasal 3 

b. data. perencanaan pembangunan desa; 
c. data pelaksanaan pernbangunan desa dan kawasan perdesaan, 
d. peraturan desa dan peraturan Kepala Desa; 
e. data ekonomi desa, penduduk miskin desa; dan 
f. data/infonnasi terpilah lainnya yang terkait dcngan 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan dcsa dan kawasan pcrdesaan. 

(41 Pemerintah Dacrah, Kecamatan dan De sa wajib mengembangkan 
penerapan SID seba.gaimana dimaksud pada ayat (2) secara 

bertahap sesuai kewenangan, tugas pokok fungsi dan kesiapun 

sumber daya yang dimiliki. 

-- ·- ~------ 



(1) Kecarnatan wajib mengembangkan penerapan SID di wilayahnva 
sesuai dengan kebijakan Pernerintah Daerah. 

Pasal6 

Bagian Kedua 
Pengembangan SID di Kecarnatan 

Dalarn rangka pengembangan penerapan SID sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 4 dapat mengalokasikan anggaran dari APBD 

sesuai kebutuhan can tugas pokok [ungsi. 

Pasal 5 

( l) Pcmerintah Daerah wajib mengernbangkan pcnerapan SID sesuai 

dengan kebijakan Pemerintah Provinai -Jawa Tengah. 
(2) Perigembangan penerapan SID l'lebagaimana dimaksud pada avat 

(1) rneliputi : 
a. perangkal keras yang mencakup kornputer, seruer, jaringan 

ini,·anet dan jaringan inten1et; 

b. perangkat lunak yang rnencakup sistern operasi, data base 
sener, panduan penggunaan SlD, tampilan SID clan ruang 

lingkup SID; 
c. sumber daya manusia yang mencakup pengelola dan icnaga 

pelatih di Daerah, Kecamatan dan Desa; dan 
d. konten SID yang mencakup administrator system dan rnatcri 

inforrnasi. 
(3) Pelaksanaan pengembangan penerapan SID sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (21 huruf a dan huruf b dikoordinasikan oleh 

Diskorninfo. 
(4) Pelaksanaan pengembangan penerapan SID sebagrumana dimaksud 

pada ayat (21 huruf c dan huruf d dikoordinasikan oleh 

Dispennades. 
(5) Pelaksanaan pcngembangan penerapan SID -;ebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan ayat (4) didukung oleh Dispendukcapil, Bappeda, 
Dinas Sosial dan Pcrangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan. 

Pasal4 



(l) Pemerintah Desa wajib mengernbangkan dan menerapkan SID 
secara bertahap sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kebijakan 

Pemerintah Dacrah. 
(2) Pengernbangan dan penerapan SID sebaga.mana dimaksud pada 

ayat (11 dilakukan secara terintegrasi, meliputi: 

a. perangkat keras; 
b. perangkat lunak; 
c. bandwidth internet; 
d. s umber daya mariusia sclaku administrator system; dan 

e. konten yang berisi data dan informasi desa yang perlu 

disajikan dalam SID sebagai hak publik. 
(J) Data dan inforrnasi yang perlu disajikan dalarn SID sebagaimana 

dimaksuci pada ayat (2) huruf e meliputi data dan informasi yang 

Pasa18 

Bagian Ket-ga 

Pengernbangan dan Penerapan SID di Desa 

(l) Dalarn pelaksanaan pengembangan penerapan SID di Kecamatan 
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 6, Carnat menugaskan Kepala 
Scksi Tata Pemerintahan dibantu Kepala Seksi Kec<1matan 

Iainnya, 
(2) Unruk medukung kelancaran pelaksanaan mcngembangkan SlD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kecarnatan dapat 

mengalokasikan snggaran dari APBD sesuai keburuhan. 

Pasal 7 

(2) Pengcmbangan penerapan SID di Kecarnatan sebagairnane 

dirnaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. me.ngkoordinasikan pengernbangan SID di wilayah kerjanya; 
b, rnemfasilitasi pembinaan pencrapan SID dan pengclolaanya: 
c. melaksanakan pernbinas n administrator si stern selaku 

Kelornpok Kcrja SID; 
d. melaksanakan pcmbinaan konten SID yang rneliputi materi data 

desa dan inforrnasi yang diperlukan dalam pcnerapan SID; dun 

e. mengkoordinasikan konsolidasi pernbentukan Porum Data di 

tingkat. Kecamatan dan desa. 



(I) Untuk pelaksanaan kegiatan ieknis pengembangan dan pencrapan 
SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {2) huruf d, 
dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) SID sebagai administrator sysrem 

yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 
(2) Kelompok Kerja SID sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 diketuai 

oleh Sekretaris Desa, dibantu Kepala Seksi dan Kepala Urusan 

sesuai kebutuhan. 
(3) Untuk pelaksanaan pengembangan dan penerapan SID 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) 

dibebankan dalam APB Dcsa sesuai kebutuhan melalui mekanisrnc 

yang berlaku. 

Pasa19 

disajikan secara berkala setiap 6 bulan dan/atau sesuai ketcntuan 

berlaku dan data/informasi yang perlu disajikan setiap saat. 

(4) Data dan informasi yang perlu disajikan secara berkala 

sebagaimana dimaksud psda ayat (3) meliputi : 
a. laporan p-!nyelenggaraan pcmer.ntahan desa, 
b, kegiatan pembangunan desa; 
c. laporan keuangan desa: 
d. data pcrkembangan desa; dan 
c. data/informasi lainya yang perlu dipublikasikan secara berkala 

sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. 
(5) Informasi setiap saat sebagaimana dimaksud dalarn ayat (3) 

meliputi : 
a. data profil desa; 
b. perencanaan pembangunan desa; 

c. data pembangunan desa; 
d. data hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa; 
c. peraturan Desa dan peraturan kepala Dcsa; 

f. data penduduk rniskin Desa; dan 
g. data/informasi lainnva yang perlu dipublikasikan sesuai 

kebutuhan masyarakar dan ketentuan peruudangan yang 

berlaku. 
(6) Dalam pcngembangan dan penerapan SiD sebagaimana dirnaksud 

parla ayat (2), Dcsa dapat bekerja sama dcngan Pihak Kctiga vi-mg 

dinilai mampu. 



(1) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa wajib mengelola SID 
sesuai kewenangan dan tugas pokok fungsi masing-rnasing. 

Pasal 11 

Bagian Kesatu 
Um um 

BAB IV 

PENGELOLAAN SID 

(l) Penerapan SID di Desa dapat. diprakarsai oleh Pemcrintah Desa 
dan/atau melalui penunjukan Supra Desa berdasarkan 

pcrtimbangan tertentu. 
(2) Dalarn ha! penerapan SID diprakarsai oleh Pemerintah Desa 

sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mcnyampaikan 
permohonan bimbingan pcnerapan SID kepada Bupati melalui 

Camat. 
(3) Carnat. mengirimkan permohonan penerapan SID scbagaimarui 

dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Dispcrrnades 

dengan tembusan kepada Kepala Oiskominfo. 
(4) Berdasarkan permohonan pcnerapan SID sebagiamana dimaksud 

pada ayat (3) Dispermade:; dan Diskominfo mernfasilitasi birnbingan 

dan pelatihan pencrapan S!D. 
(5) Sesuai hasil bimbingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), Desa berkewajiban rnemasukkan data dasar sccara manual 

dalam bentuk o!flin.e. 
(6) Disperrnades dan Diskominfo melakukan verifikasi data dasar 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) untuk memastikan kcsiapan 
pcnerapan SID desa yang bcrsangkutan sebelurn tersarnbung 

dengar. jaringan internet: 
(7) Dalam hal hasil verifikasi data da sar sebagairnana dirnak sud pada 

ayat (6) dinilai valid, maka Diskominfo melakukan pernasangan SID 
yang tersambung dengan jaringan internet dalam bentuk on line. 

Pasal t C 

Bagian Keempat 

Tata Cara Penerapan SID di Desa 



(1) Porum data Kabupaten sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 12 
ayat 13) dapat terdiri dari Perangkat Daerah, instansl pernerintah, 

Pasal 13 

(3) Penyelenggaraan Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayar (2), untuk Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh 
Kepala Disperrnades, untuk Tingkat Kecarnatan dikoordinasikan 
oleh Sekretaris Kecamatan dan untuk Desa dikoordinasikan oleh 

Sekretaris Desa, 
(4) Data hasil pernbahasan forum data sebagairnana dimaksud pada 

ayat (2) digunakan scbagai <lam bcrsarna unruk pcrurnusan 
kebijakan dan penyusunan program kegiatan di berbagai 
tingkaian pemerintahan sesuai kebutuhan. 

( 1) Porum data sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 11 »yat (3) daput 
terdiri dari Perangkat Daerah, instansi pernerintah, swasta dan 

lernbaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan dan tingkatan 
pernerintahan. 

(2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernpunyai 

tugas: 
a. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengumpulan data; 
b. merisinergikan, mendorong keterbukaan dan pemanfaatan data 

oleh sernua pihak, dan 
c. sebagai forum untuk membicarakan dan mencari solusi 

terhadap persoalan data. 

Pasal 12 

Bagian Kcdua 
Forum Data 

(2) Pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 

secara berjenjang, terus rnenerus dan berkelanjutan 
(3) Dalarn rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan SID 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Data sl!bagai 
forum koordinasi, konsclidasi, validasi dan fasilitasi penyelesaian 

masalah dan kesepakatan pernanfaatan data. 



(1) Pengelolaan SID Tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Carnal. 
(21 Dalarn pelaksananya, pengelolaan SID Tingkat Kecamatan 

scbagairnana dimaksud pada ayat ( I J secara teknis dilakukan oleh 
Kepala Seksi Tata Pemerintahan bersarna dcngan Kepala Seksi 
Kecarnatan lainnya. Pengelolaan SJD di Kecamatan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) mcliputi proses pcrencanaan, pelaksanaan, 
pembinaan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiaian 

Pasal JS 

Bagian Keempal 
Pcngelolaan Tingkat Kccamatan 

( 1) Pengelolaan SID Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh 
Dlspermades bersama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya 

sebagaimana dimaksud dala:n Pasal 4 ayat !3) dan ayat (5). 
(2) Pcngelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnelipuu 

perurnusan kebijakan, sosialiaasi, perencanaan, pelaksanaan, 

pembinaan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kcgiatan 
pcngembangan SID Tingkat Kabupatcn scbagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 4. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan Tingkat Kabupatcn 

swasta clan lernbaga kernasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan 

ditetapkan dcngan Kcputusan Bupati. 
(2) Forum data Kecamatan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 12 

ayat (3) dapat tcrdiri dari Unit pelaksana teknis Perangkat Dacrah 
di wilayah kecamatan, instansi vertikal di wilayah kecamatan. 
swasta dan lernbaga kemasyarakatan lainnya se su ai ke butuhan. 

diterapkan dcngan Keputusan Camat. 
(3) Porum data Desa sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 12 ayat (3) 

dapat terdiri dari Perangkat Desa, LPMD, KPMD, PKK, RT/RW dan 
Icmbaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai kebutuhan. 

ditctapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 



(i) Dalam pelaksanaannya, pengelolaan SID di Dcsa sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 16 secara teknis dilaksanakan oleh Kelompok 

Kerja SID yang di ketuai oleh Sekretaris Dcsa, dibantu Kepala Seksi 

dan Kepala Urusan sesuai kebutuhan. 
(2) Kelompok Kerja SID sebagairnana dimaksud pada ayat (I} mempunyai 

tugas : 

a. mengumpulkan data; 

b. mernasukkan data; 
c. memperbaharui data; 
d. mempublikasikan data dan informasi; 
e. rnernberikan respon atau tanggapan atas pertanyaan, masukan 

dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID; dan 
f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan SlD. 

Pasal 17 

(1) Pengelolaan SID tingkat desa dilakukan secara online maupun 

offline, dikoordinasikan oleh Kepala Desa, 
12) Pengelolaan SID sebagairnana dimaksud ayat (1) meliputi proses 

perencanaan, pelaksanaan. monitoring dan evaluasi atas 

pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan SID di Desa 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 yang meliputi : 
a. pengelolaan perangkat keras yang rncncakup komputcr d,111 

jaringan; 
b, pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SID dan 

aplikasi pcndukung lainnya; 
c. pengelolaan sumber daya rnanusia sebagai administrator sistern 

atau Kclompok Kerja SID di desa; dan 
d. pcngelolaan konten yang berisi data desa dan informasi desa 

yang perlu disajikan dalarn penerapan SID. 

Pasal 16 

Bagian Kelima 

Pcngelolaan Tingkat Desa 

pengernbangan SID di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6. 



(1) Pcmerintah Daerah melalui Dispermades dalam penerapan SID 

berkewajiban: 
a. mengkoordinasikan pengembangan, pcnerapan dan pernanfaatan 

SID di tingkat Kabupatcn, Kecarnatan dan Dcsa. 
b. membina pengelolaan SID di tingkat Kabupaten, Kecarnatan dan 

Desa; 

Pasal 19 

Kewajiban Pemerintah Daerah 

Paragraf 2 

Pemerintah Daerah melalui Disperma<les berhak : 
le. menyusun kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan 

SID di Daerah; 
h. mcnyusun perencanaan dan mcngambil Iangkah-rangkah ieknis 

strategis untuk pelaksanaan pengembangan, penerapan dan 

pengclolaan SID di Daerah; 
c. mclakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan cvaluasi 

atas pelaksanaan pengembangan, pcnerapan dan pengelolaan SID di 

Daerah; dan 
d. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk cfcktivitas 

pclaksanaan pengembangan SID di Dacrah. 

Pasal 18 

Paragraf l 
Hak Pemerintah Daerah 

Bagian Kesatu 
Hak dan Kewajiban Pernor irrtah Dacr'ah 

BABV 

HAK DAN KEW A..JIBAN 

(3) Dalarn melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja SID sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa, 



Pemerintah Kecamatan berhak ; 
a. melakukan sosialisasi kebijakan dan petunjuk tcknis pelaksanaan 

pengembangan SID di wilayahnya: 

Pasal 20 

Paragraf I 
Hak Perncrintah Kccamatan 

Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban Pemerintah Kecarnatan 

c. menyusun standar opcraslcnal proscdur dan tata cara pencrapan 

SID; dan 
d. rnernberikan inforrnasi yang diperlukan desa melalui SID. 

(2) Informasi yang diperlukan Desa melalui SID sebagaimene dimaksud 

pa.da ayat (I) huruf d antara lain berupa : 
a. rencana kerja Pemerintah , Pemcrmtah Provinsi .Jawa Tcngah dan 

Pernerintah Daerah: 
b. inforrnaai rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; 

c. informasi bagian bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Dacrah 

untuk Desa; 
d. bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pcndapatan 

clan Behinja Daerah Provinsi .Jawa Tengah dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan; dan 
e. inforrnasi lainnya yang dipandang perlu sesuai kerenrunn 

perundangan yang berlaku. 
(3) Pemerintah Daerah melalui Diskominfo dalarn penerapan SlD 

berkewajiban : 
a. mengkompilasi Data Desa menjadi data basil kompilasi yang lcbih 

komprehensif dan menginformasikan kepada Desa; 

b. mengembangkan SID; 
c. mengembangkan jaringan internet secara lebih merata; 
d. mengintegrasikan SID dengan sistern informasi yang ada di 

Daerah; dan 
e. mengelola sistem teknologi informasi untuk mendukung 

pengembangan dan fasilitasi penerapan SID di Desa. 



(l) Pemerintah Kecarnatan dalam penerapan SID berkewajiban : 
a. rnengkoordinasi pengembangan, penerapan dan pernanfaatan SID 

di wilayahnya: 
b. mendorong pengembangan dan penerapan SID di wilayahnya: 
c. memberikan pernbinaan dan Iasilitasi atas pengelolaan dan 

penerapan SID di wilayahnya; 
d. pernbinaan administrator system selaku Keiompok Kerja SID; 
e. pembinaan konten SJO yang meliputi materi data desa dan 

inforrnasi yang diperlukan dalam pencrapan SID; 
f. melakukan koordinasi dan konsolidasi pembcntukan forum data 

di Kccarnatan dan desa. 
g. memberikan informasi yang diperlukan desa dalarn pcnerapan 

SID; dan 
h. mernberikan saran masukan untuk pengembangan penerapan 

SlD di wilavahnya. 
(2) lnformasi yang dipcrlukan desa rnclalui SID sebagairnana dimak sud 

pada ayat (1) huruf g dapat rneliputi antara Jain : 
a. rencana kerja Pemerintah, Pernerinah Provinsi Jawa Tengah dan 

Pernerintah Daerah; 
b. informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; 
c. inforrnasi bagian bagi hasil pajak Dacrah dan retribusi l),Jenih 

untuk Desa; 
d. bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pcndapaian 

dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dacrah Kabupaten Grobogan; dan 

Pasal 21 

Paragraf 2 
Kewajiban Pemerintah Kecamatan 

b. menyuxun rencana dan mcngarnbil langkah-Iangkah teknis 

strategis untuk pclaksanaan pengembangan, penerapan dun 

pengelolaan SID di wilayahnya; 
c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan 

evaluaei atas pelaksanaan peng~mbangan, penerapan clan 

pengelolaan SJD di wilayahnya; dan 
d. meiaksanakan kcgiatan lain yang diperlukan untuk efcktivitas 

pelaksanaan pengembangan SID di wilayahnya. 



(l} Pemerintah Desa dalam penera.pan SID berkewajiban : 

a. mengelola SID denga.n baik sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
b. menyediakan dan mernelihara perangkat pendukung SID; 

Pasal 23 

Paragraf 2 

Kewajiban Pemcrintah Desa 

(1) Dalam pcnerapan SID, Pemerintah Desa berhak : 
a. mendapatkan inforrnasi dari Pemerintah Daerah dan Kecarnutan; 

b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Kecamatan; 
c. membcrikan masukan kepada Perncrintah Daerah dan Kccarnatan 

untuk perbaikan pengernbangan SID; 
d. mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola SJD di de sa: 

(2) Informasi dari Pcmerintah Daerah dan Kecamatan sebagaimana 

dimaksud dalarn ayat (1) huruf a, antara lain : 
a. rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsi .Jawa Tengah dan 

Pemerintah Daerah; 
b. inforrnasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; 
c. inforrnasi bagian bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Dacrah 

untuk Desa; dan 
d. bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan. 

Pasal22 

Paragraf 1 

Hak Pemerintah Desa 

Bagian Ketiga 
Hak dan Kewajiban Perneritah Desa 

e. inforrnasi lainnya yang dipandang pcrlu sesuai ketentuan 

perundangan yang berlal<u. 



Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku : 
a. Desa yang sudah mengembangkan penerapan SID dapat terus 

melanjutkan pengernbangan pcnerapan SID dirnaksud scpanjang 

sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; 

Pasal 24 

BABVI 
KETENTUAN PERALIHAN 

c. mengumpulkan, rnenyusun dan menyampaikan data dan 

informasi ke dalarn SID secara berkala dan/atau set.iap saat 

dcngan akurat; 
d. meningkatkan kemampuan pengelola dan kualitas pengelolaan 

SID; dan 
e. memberikan respon atau tanggapan atas pertanyaan, masukan 

dan scgala bentuk komunikasi yang ada di SID. 

(2) Informasi secara berkala sebagairnana dirnaksud pad a ayat ( l) huruf c 
meliputi informasi yang wajib diumurnkan paling scdikit setiap enarn 
(n) bulan sekali dan/atau sesuai kctcntuan peraturan perundang 

undangan antara lain : 

a. laporan penyelenggaraan pernerintahan Desa; 
b. kegiatan pernbangunan Desa: 
c. laporan keuangan Desa, 
d. data perkembangan Dcsa; dan 
e. data r informasi lainya yang perlu dipublikasikan secara bcrkala 

sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. 
(3) lnfonnasi setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (ll huruf c 

antara lain : 
a. data profil Desa; 
b. perencanaan pembangunan Desa; 

c. hasil pembangunan Desa; 
d. pcraturan Desa dan peraturan Kepala Desa; 
e. data penduduk miskin Desa; dan 
f. data/informasi lainnya yang wajib dipublikasikan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan .. 
(4) lnformasi yang wajib disediakan dan tersedia setiap saat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) harus bisa diakses dan/atau diberikan 

langsung kepada masyarakat dan/atau pemangku kepcntingan 

lainnya. 



SERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR .<t:'.i. 

Diundangkan di Purwodadi 
pad a tanggal :J./o Juli 2017 

SRI SUMARNI 

pad a tanggal ; fo Juli 2017 

Purwodadi Ditetapk.an di 

Agar sctiap orang mengetahuinya. mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dcngan pcnempatannya dalam Berita Daerah 

Kabuoaten Grobogan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 2S 

BAB Vil 

PF.:NUTUP 

b. pcngembangan penerapan SID yang belum sesuai wajib 
disesualkan dengan Peratursn Bupati ini secara bertahap; clan 

c. seluruh desa di Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan 
STD sesuai Poraturan Bupaci ini paling lambat akhir tahun 2018. 


